2 ~ NOMOR 114 TAHUN 2020
- TENTANG
AN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
\ WT TUHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATI SUMEDANG,

y berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d
| 106 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5
4 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah
erikan perlindungan berupa bantuan hukum
1 Sipil Negara;
menjamin kepastian hukum, ketertiban,
efektivitas dalam pemberian layanan
m baik di dalam maupun di luar
lu diatur ketentuan mengenai pemberian
‘bag Aparatur Sipil Negara;
sarkan bangan  sebagaimana
uf a dan huruf b, perlu menetapkan
entang Pemberian Bantuan Hukum

+ ST I

14 Tahun 1950 tentang
gerah  Kabupaten  dalam

arat (Berita Negara Republik
; ""-‘_E_ elab diub.h dengan
' un 1968 tentang
ta dan Kabupaten
Undar Nomor 14
—F Dae! ~-daerah
un 1968 Nomor
3 Indonesia
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2 Un
Umn.- dang  Nomor 14 Tahun 1085 tentang

38 l:c\m. (Lembaran Negara Republik Indonesia

6), se imana telah diubah beber
N kali
Mk;\:r n:o;‘\:l‘:nu';\dmg;‘\:r;d;nl Nomor 3 'l‘nhm‘\“ 2009
epu ndoneai
S‘ neaia Tahun 2000 Nomor

Nomor 4088); Lembaran Negara Republik Indonesia

3 WWU\'\GQM Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan
R Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5077);
~ 4. Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan
- Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
publik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah
abah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
mor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
ng-Unc Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan
ha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘ Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
1blik Indonesia Nomor 5079);
ng-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
\lternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
_ Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
ara Republik Indonesia 3872);
g Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
. Lemt Negara Republik Indonesia

Y ViR 3

Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
aran Negara Republik Indonesia Tahun
nb ., Lembaran negara Republik
S i
or 23 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republk
* 244, Tambahan Lembaran
Nomor 5587) sebagaimana
terakhir dengan Undang-
atang Perubahan Kedua
fahun 2014 tentang
Ne Republik
14 tentang
Republik

Dipindai dengan CamScanner




10. Peraturan Pemerintah

(Lembaran Negara Rep

142, Tambahan Lem
Nomor 4450);

11. ;?;aai‘llr‘g‘ael::?erll?etah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
B 2010 N( mbaran Negara Republik Indonesia
R : omor 5, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5272);
¥2. Pgrgtl,}ran Pem(?rintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
DlSlphn.Pegawm Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 542 5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
! Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
blik Indonesia Nomor 6477));
: Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
ai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
an Lembaran Negara Republik Indonesia
24);
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
- Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
ra Republik Indonesia Nomor 6322);
eri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
iri Anggaran Pendapatan dan Belanja
a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
. diubah beberapa kali, terakhir
eri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
Kelima atas Peraturan Menteri
Tahun 2011 tentang Pedoman
n Sosial yang Bersumber
Belanja Daerah (Berita
2019 Nomor 1560);
C 12 Tahun 2014

ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
baran Negara Republik Indonesia

omoa
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Menetapkan PERATURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

g 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

A L 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

S. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumedang

b yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk

- menghimpun seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah

- Daerah yang meliputi ASN dan Pegawai Badan Usaha
- Milik Daerah Kabupaten demi meningkatkan perjuangan,
. pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan
 bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
arkan Pancasila dan UUD 1945.

Konsultasi dan Bantuan Hukum vang

ya disingkat LKBH adalah satuan pelaksana

di bidang pendampingan dan bantuan hukum

i bawah KORPRI.

ah penyelesaian permasalahan hukum yang

diselesaikan melalui lembaga peradilan.

lah penyelesaian permasalahan hukum

| dan diselesaikan di luar lembaga

penyelesaian sengketa para pihak
ilan dengan tujuan mencapai
dasar kerja sama vang lebih
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II:IG::.;‘S l:ec;?.lr. adalah tuntutan perdata yang dihadapi
d - ngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

A 16 Pemku itannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

| T « Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi

‘% o 2 R yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah

| B PR o Daerah Kabupaten atas dikeluarkannya Keputusan
Administrasi Pemerintahan,

17, Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak
bersalah, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3
Tujuan pemberian bantuan hukum yaitu:
a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan
~ Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugas

- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada
- ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan
- tugas dan fungsi;

" ¢. meningkatkan profesionalisme ASN  di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugas

Twa: d‘n

ah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di

n  Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

tugas profesinya.

BAB III
P PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4
adapi permasalahan hukum dalam

{ ‘dan fungsinya, berhak mendapatkan
4 dimaksud pada ayat (1)
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: PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

1 hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam

L difasilitasi oleh Perangkat daerah Kabupaten

; menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
intahan bidang kepegawaian dan berkoordinasi

it kerja yang membidangi hukum dan LKBH,

imana dimaksud pada ayat (1), dibentuk

Pasal 8

roleh bantuan hukum, ASN mengajukan
‘kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang
akar fungsi penunjang urusan
n bidang kepegawaian.

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
. tertulis yang berisi paling sedikit
- singkat pokok masalah hukum yang

. melampirkan dokumen pendukung,

- Pasal 9
onan sebagaimana dimaksud dalam
Daerah  Kabupaten yang
1 penunjang urusan pemerintahan
nyampaikan kepada LKBH untuk
perkara.
sebagaimana dimaksud pada
masalahan hukum yang
-unsur  penyalahgunaan
a hukum sebagaimana
angkan dalam surat
ah Kabupaten yang
usan pemerintahan

pada ayat (2),
ngkat Daerah
penunjang
- dalam
kepada
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Amr setiap ora_ng

mengetahuinya, memerintahkan
mm Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang,

Ditetapkan di Sumedang

UMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 114
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